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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah memberikan 

dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh 

rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa 

terhadap tingkat kemiskinan. Namun di sisi lain, krisis tersebut telah memberi berkah 

tersembunyi terhadap upaya peningkatan taraf hid up seluruh rakyat Indonesia di masa 

yang akan datang. Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang dialami telah 

membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa 

Indonesia. Terna sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat 

madani, terciptanya good governance dan mengembangkan model pembangunan 

yang berkeadilan. Reformasi ini juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan 

fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial sehingga mempermudah proses 

pengembangan dan modemisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan 

paradigma di berbagai bidang kehidupan. 

Dengan hembusan reformasi yang terus berlangsung, maka pemerintah 

mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang menandai lahimya era otonomi daerah. 

Kebijakan otonomi daerah ini menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup 

mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk perubahan dalam manajemen atau 

pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan 
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yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional, yang 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanf aatan Sumber Daya Nasional, 

serta perimbangan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang 

dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan 

daerah akan kebutuhan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, maka diakomodasi dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang secara tegas 

mengatur mengenai alokasi sumber keuangan yang menjadi imbangan bagian daerah. 

Dengan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, 

semakin besar pula tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah kepada publik. 

Tuntutan akan Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik pun semakin meningkat. Semua elemen masyarakat juga ikut 

dilibatkan dalam mengelola daerah mereka masing-masing sehingga kegiatan 

pemerintahan dan pelayanan publik lebih diorientasikan pada pemenuhan aspirasi 

masyarakat daripada aspirasi pemerintahan atasan. 

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah 

memerlukan suatu sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah terutama pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah 

kabupaten atau kota yang selama ini menggunakan sistem dengan pembukuan hams 

ditransisi ke sistem akuntansi. Hal inilah yang mendorong penciptaan suatu sistem 

akuntansi baru yaitu Akuntansi Keuangan Daerah karena sistem yang selama ini 
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dipakai yaitu sistem akuntansi pemerintahan dengan pembukuannya memiliki banyak 

kelemahan. 

Sejak tahun 1992 Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) melakukan 

survei lapangan terhadap kemungkinan diterapkannya Akuntansi Sektor Publik 

(ASP). Akuntansi Sektor Publik yang mengarah pada akuntansi modern dengan 

sistem double entry diharapkan dapat memperbandingkan nilai sumber daya negara 

antara output dan outcome-nya. Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu alat 

untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara disamping 

supremasi hukum untuk menuju Good Governance. 

Penerapan Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Daerah diwujudkan 

dengan Akuntansi Keuangan Daerah. Akuntansi Keuangan Daerah tersebut 

merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik dimana tingkatan tertinggi dalam 

sektor publik adalah tingkatan Negara. Oleh karenanya, Akuntansi Keuangan Daerah 

juga berhubungan dengan Akuntansi Keuangan Negara. Penerapan Akuntansi 

Keuangan Daerah tidak serta merta dapat dilaksanakan. Salah satu faktor yang harus 

diperhatikan adalah tingkat pemahan1an aparat yang ada pada instansi pemerintah itu 

sendiri. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik menjadikan hal di atas sebagai objek 

penelitian dengan judul: "Pemahaman Aparat Instansi Pemerintah Kabupaten 

Lahat dalam Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Menuju Terciptanya 

Good Governance". 
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1.2 Pcrumusan Masalah 

Akuntansi pemerintahan yang selama ini diterapkan temyata belum dapat 

memenuhi keinginan publik. Beberapa kelemahan dalam sistem administrasi negara 

menimbulkan berbagai kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah. Untuk itulah 

perlu sistem akuntansi modem yakni Akuntansi Sektor Publik (ASP) walaupun 

banyak pihak yang merasa pesimis dengan berlakunya sistem ini. Kekhawatiran ini 

juga disebabkan karena banyak pihak meragukan kesiapan aparat yang ada pada 

instansi pemerintah untuk penerapan akuntansi sektor publik yang merupakan sistem 

akuntansi yang relatif baru yang sedang disiapkan dalam rangka menciptakan 

akuntabilitas publik di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Lahat. Oleh karena 

itulah masalah yang akan diteliti adalah mengenai seberapa besar pemaharnan aparat 

yang ada pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam penerapan Akuntansi 

Keuangan Daerah menuju terciptanya Good Governance. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalarn penelitian ini adalah untuk melihat 

seberapa besar pemahaman aparat yang ada pada Instansi Pemerintah Kabupaten 

Lahat dalam penerapan Akuntansi Keuangan Daerah menuju terciptanya Good 

Governance. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari dan memperdalam wawasan mengenai akuntansi sektor publik 

khususnya akuntansi keuangan daerah terutarna mengenai arah dan 

perkembangannya pada instansi pemerintah. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada sektor pemerintahan dan institusi 

dalam mengelola keuangan negara sehingga tercipta good governance. 

3. Dapat memberikan masukan kepada sektor pemerintahan maupun institusi 

terkait guna menyiasati perkembangan akuntansi sektor publik di masa yang 

akan datang. 

4. Dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana peluang para lulusan 

akuntansi untuk ikut berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dengan ilmu 

yang telah diperoleh. 

5. Sebagai landasan atau bahan informasi untuk penelitian-penelitian serupa di 

masa yang akan datang. 

1.5 Kerangka Teoritis 

Bergulirnya reformasi keuangan pemerintah dalam rangka pemberlakuan UU 

No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999, tidak semulus seperti yang diharapkan. Dalam 

pelaksanaannya tidak serta merta man1pu mendorong 33 propinsi dan 144 daerah 

setingkat kotamadya dan kabupaten untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas 

kinerja sektor pemerintahan. Banyak daerah yang menjadi bingung mengenai hal ini. 
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Pemerintah daerah masih banyak waif and see mengenai penerapan Akuntansi 

Keuangan Daerah ini dengan anggapan apabila segera menerapkan dan temyata tidak 

sesuai dengan standar, akan memakan waktu dan biaya lagi untuk melakukan 

harmonisasi sistem pencatatannya. Padahal, penerapan sistem akuntansi dapat 

dilakukan mendahului standar, tetapi meskipun ada standar tanpa sistem akuntansi 

hanya akan menjadi mimpi. 

Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, 

pancatatan, dan pelaporan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

keuangan manajer, yakni, Pemerintah Daerah, dan pemakai laporan keuangan daerah 

lainnya seperti DPRD, BPK, investor, kreditur, donatur, analis ekonomi, pemerhati 

Pemerintah Daerah, rakyat dan pemerintah (Abdul Halim, 2002: 22). 

Pelaksanaan penerapan Akuntansi Keuangan Daerah didasari oleh peraturan 

yang mengatur tentang keuangan daerah diantaranya sebagai berikut: 

1. UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. 

Pasal 23: 

(1) Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah diatur dengan 

ketentuan Peraturan Daerah. 

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan keputusan 

kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah. 
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Pasal 24: 

Kepala daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD 

mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi 

efisiensi dan efektivitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi. 

2. PP No. I 05/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah. 

Pasal 8: APBD disusun dengan pendekatan kinerja. 

Pasal 14: 

Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang: 

a. Kerangka dari Garis Besar Prosedur Penyusunan APBD. 

b. Kewenangan Keuangan dari Kepala Daerah 

c. Prinsip-prinsip Pengelolaan Kas 

d. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan 

e. Tata cara pengadaan barang dan jasa 

f. Prosedur melakukan pinjaman daerah 

g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan 

h. Dan hal-hal lain yang menyangkut PKD. 

Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban & pengawasan keuangan 

daerah serta tata cara penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha keuangan 

daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Kepmendagri. 

Pasal 35: 

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada 

Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku. 
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Pasal 38: 

Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terdiri atas: 

a. Laporan Perhitungan APBD 

b. Nota Perhitungan APBD 

c. Laporan Aliran Kas 

d. Neraca Daerah. 

Selain itu ada beberapa peraturan lain yang mendukung pelaksanaan 

penerapannya yaitu: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

pertanggungjawaban Kepala Daerah. 

4. Surat Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 No. 

903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun 

Anggaran 200 I. 

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah perlu didukung oleh Sumber Daya 

Manusia (aparat) yang ada pada Instansi Pemerintah. Terutan1a yang mempunyai latar 

belakang akuntansi. Dan juga diperlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat 

dan salah satunya dari kalangan akademisi untuk membantu penerapan atau menjadi 

praktisi di bidang akuntansi sektor publik. 
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1.6 Mctodologi Penclitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Iingkup penelitian ini terbatas hanya untuk melihat besar pemahaman 

aparat yang ada pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam penerapan 

Akuntansi Keuangan Daerah menuju Good Governance. 

1.6.2 Populasi dan Sampel 

Sasaran populasi adalah Pemerintah Kabupaten Lahat baik departemen, non 

departemen maupun lembaga yang ada di Kabupaten Lahat. Sampel yang akan 

diambil secara acak (sample random sampling), yaitu berjumlah 15 instansi (setiap 

instansi diwakili 2 responden). Masing-masing sampel mewakili bagian keuangan 

instansi yang bersangkutan. Instansi atau lembaga pemerintahan yang akan dijadikan 

sampel yaitu: 

1. Sekretariat Daerah 

2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 

3. Badan Pengawas Daerah 

4. Badan Perencanaan Pembangunan 

5. Kantor Pengolahan Data Elekronik dan Arsip Daerah 

6. Kantor Perpustakaan Daerah 

7. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 

8. Dinas Pertambangan dan Energi 

9. Dinas Transmgrasi dan Kependudukan 



IO 

I 0. Dinas Pekerjaan Um um 

11. Dinas Perhubungan 

12. Dinas Kesehatan 

13. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil & Menengah 

14. Dinas Pemuda dan Olahraga 

15. Dinas Informasi dan Komunikasi Pariwisata & Budaya. 

1.6.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan yaitu dengan metode 

penelitian lapangan: 

• Teknik Wawancara Tatap Muka (Face-to-face ,Interview) merupakan teknik 

pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan lisan 

untuk diajukan kepada subjek penelitian. Teknik ini dilakukan apabila responden 

mudah ditemui dan berada di tempat. 

• Teknik Kuisioner (Questionnaires) merupakan teknik pengumpulan data 

penelitian yang ada pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan 

kehadiran si peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat 

dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuisioner. Teknik ini digunakan apabila 

responden sulit untuk ditemui oleh peneliti. 

Pertanyaan yang diajukan hanya terdiri dari pertanyaan tertutup. Pertanyaan 

tersebut yaitu mengenai: 



1. Latar belakang pendidikan dari responden, dalam hal ini latar belakang 

pendidikan aparat yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten Lahat. Hal ini 

dilihat dengan menggunakan pertanyaan no. I dan 2 yang ada pada kuisioner. 

2. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti termasuk pelatihan mengenai 

penggunaan teknologi dalam akuntansi. Hal ini dilihat dengan menggunakan 

pertanyaan no. 3, 4, 6, 7 dan 8. 

3. Pengetahuan yang mereka miliki mengenai Akuntansi Keuangan Daerah. Hal ini 

dilihat dengan menggunakan pertanyaan no. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

dan 18. 

4. Persepsi aparat tersebut terhadap Akuntansi Keuangan Daerah dan penerapannya 

pada instansi Pemerintah Kabupaten Lahat. Hal ini dapat dilihat dengan 

menggunakan pertanyaan no. 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. 

1.6.4 Analisis Data 

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif. Jawaban atas 

pertanyaan tertutup akan diklasifikasi terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalarn 

tabel untuk melihat besarnya persentase tanggapan responden terhadap pertanyaan 

yang diajukan. Dari masing-masing tabel yang dihasilkan akan dijelaskan secara 

deskriftif sesuai dengan kelompok pertanyaan yang telah ditentukan pada bagian 

pengumpulan data. Hasil akhir analisis data ini akan memberikan jawaban atas 

permasalahan yang telah dirumuskan penulis. 
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1.7 Sistcmatika Pcmbahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, di 

dalam sistematika pembahasan akan diuraikan secara garis besar isi masing-masing 

bab. 

BABI PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan dipergunakan sebagai dasar 

untuk membahas permasalahan. Berisikan, konsep akuntansi keuangan 

daerah, akuntansi sektor publik, dan faktor yang mempengaruhi 

perkembangan dan penerapannya dalarn hal ini aparat yang melaksanakan 

akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah, konsep good governance 

serta indikator-indikator yang digunakan dalarn penerapan good 

governance. 

BAB III ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan hasil pengumpulan data, analisis data atas masing-masing 

pertanyaan dalam wawancara dan kuesioner terdiri atas analisis identitas 

responden, latar belakang pendidikan responden, pendidikan dan pelatihan 

(diklat) yang pemah diikuti responden, pengetahuan responden mengenai 

akuntansi keuangan daerah, serta analisis persepsi responden terhadap 
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akuntansi keuangan daerah. Basil penelitian dan pembahasan pada bab ini 

merupak~n jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dapat 

diberikan setelah penulis selesai melakukan penelitian. 

/ .. 
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25 Sistem pembukuan yang berbasis kas sudah kurang relevan 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks. 
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